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Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Sudah 3 Tersangka Kasus Korupsi Proyek 

Jalan Bangkelekila - To'yasa Toraja Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Gambar: https://toraja.tribunnews.com/2024/03/20/sudah-3-tersangka-kasus-korupsi-proyek-

jalan-bangkelekila-toyasa-toraja-utara   

 

Cabang Kejaksaan (Cabjari) Negeri Tana Toraja kembali mengumumkan 1 orang 

tersangka kasus korupsi proyek jalan di Toraja Utara, Selasa (19/3/2024). 

Proyek tersebut adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkekekila - To’yasa yang 

dikelola Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara pada tahun anggaran 2018. 

Tersangka baru itu adalah AS. Ia merupakan konsultan perencana swasta dalam 

pengerjaan jalan tersebut. 

Kepala Cabjari (Kacabjari) Tana Toraja di Rantepao, Alexander Tanak, mengatakan, 

AS ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pengembangan kasus. 

AS sudah dibawa ke Rutan Makale dan akan ditahan selama 20 hari ke depan. 

Sebelumnya, pada 7 November 2023 lalu, Kacabjari Tana Toraja di Rantepao telah 

menetapkan dua orang tersangka kasus tersebut. 

Kedua tersangka sebelumnya ini adalah ATR dan BTP. 

BTP merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Toraja 

Utara. Sedangkan ATR adalah Direktur PT Kurnia Agung Persada yang merupakan rekanan. 

Atas perbuatan para tersangka ini, merugikan keuangan negara sebesar Rp 

892.146.005. 
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Tak hanya itu, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah 

menganggarkan dana untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Bangkelekila’-To’yasa pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Toraja Utara dengan pagu sebesar Rp 

7.230.754.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) 

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018. 

Bahwa pekerjaan tersebut kemudian telah dilelang dengan diikuti oleh 6 (enam) peserta 

lelang dimana pekerjaan tersebut akhirnya dimenangkan oleh PT KAP dengan harga 

penawaran sebesar Rp 7.002.621.397,20 (tujuh miliar dua juta enam ratus dua puluh satu ribu 

tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sen). 

Bahwa setelah PT KAP ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dilakukan 

penandatanganan kontrak oleh tersangka ATR selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama 

dengan tersangka ATR selaku Direktur PT KAP dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 

selama 150 hari. 

Jaksa Penyidik kemudian mencium tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. 

Penyidik pun mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. 

Alat bukti surat dan keterangan ahli telah diperoleh dugaan perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh para tersangka. 

Dalam tahap perencanaan pengadaan, tersangka BTP selaku PPK saat dalam tahap 

penetapan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak terlebih dahulu 

melakukan survei. 

Namun, saat menetapkan spesifikasi teknis dan HPS, tersangka BTP menggunakan 

hasil survei pada tahun sebelumnya yang kegitannya tidak terlaksana karena keterbatasan 

anggaran. 

Kemudian, tersangka ATR selaku Direktur PT KAP mengajukan permohonan 

amandemen kontrak untuk melakukan perubahan tambah kurang volume pekerjaan (Contract 

Change Order). 

Sehingga atas permintaan dari penyedia tersebut, pihak Konsultan Pengawas kemudian 

membuat Justifikasi Teknis yang menyetujui diadakannya perubahan tambah kurang volume 

pekerjaan. 

Sehingga diadakan amandemen kontrak yang merubah beberapa volume pada item-

item pekerjaan. 

Pada saat pekerjaan akan berakhir, dilakukan kembali amandemen kontrak yang intinya 

memperpanjang jangka waktu pekerjaan. 
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Namun setelah terjadi 2 kali amandemen kontrak, ternyata tersangka BTP selaku PPK 

dan tersangka ATR selaku pelaksana tidak mematuhi ketentuan kontrak. 

Di mana tersangka BTP dan ATR kembali mengubah volume beberapa item pekerjaan 

tanpa tidak didahului dengan permintaan secara resmi dan tanpa sepengetahuan Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas. 

Melainkan hanya atas persetujuan lisan antara tersangka BTP dan tersangka ATR, 

dimana perubahan volume tersebut tanpa didahului dengan addendum kontrak. 

Tersangka BTP juga tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Pengguna Anggaran. 

Konsultan Pengawas disebutkan telah memberikan teguran kepada tersangka ATR 

selaku pelaksana namun tersangka ATR beralasan pekerjaan bisa terlambat. Karena itu, ATR 

tetap melanjutkan pekerjaan. 

Dalam berjalannya pekerjaan, tersangka ATR selaku pelaksana juga tidak memberikan 

laporan rutin kepada PPTK melainkan hanya pada pengajuan pencairan. 

Tersangka BTP disinyalir tidak menjalankan tugasnya dalam mengendalikan kontrak, 

dimana berdasarkan dokumen backup data quantity yang dibuat oleh pelaksana dan 

ditandatangani oleh tersangka BTP, terdapat perbedaan selisih volume antara CCO dengan 

final quantity. 

Namun tersangka BTP tidak mengetahui jika perbedaan selisih volume pekerjaan 

tersebut tidak dikerjakan. Nah, meskipun pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, tersangka 

BTP selaku PPK tetap melakukan pembayaran 100 persen kepada pelaksana. 

Sementara Kepala Subseksi Intelijen & Perdata dan Tata Usaha Negara Cabjari 

Rantepao, Didi Kurniawan B SH MKn, mengatakan bahwa AS sebagai Konsultan Perencana 

tidak menjalankan tupoksinya. 

"Tidak melaksanakan perencanaan pengerjaan proyek terhadap proyek tersebut secara 

baik dan benar, maka dari itu Cabjari telah menetapkan AS sebagai tersangka baru," ucapnya. 

Ia juga mengatakan bahwa harusnya Konsultan Perencana memberikan saran sesuai 

dengan aturan dan pemahaman kepada pelaksana proyek sebagaimana mestinya. 

"AS tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara total, bahkan terkesan ada 

upaya pembiaran, padahal peran Konsultan Perencana ini sangat penting karena ia juga 

mengetahui teknis dilapangan mengenai proyek," tuturnya. 

Tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian 

keuangan negara sebesar Rp 892.146.005,98 berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian 

Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. 
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Sumber Berita: 

1. https://toraja.tribunnews.com/2024/03/20/sudah-3-tersangka-kasus-korupsi-proyek-

jalan-bangkelekila-toyasa-toraja-utara 19 Maret 2024; 

2. https://toraja.tribunnews.com/2024/03/20/dugaan-korupsi-proyek-jalan-bangkelekila-

toyasa-rugikan-negara-rp-892-juta?page=all 20 Maret 2024. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56  ayat  (2) meliputi: 

d. belanja   jalan,    irigasi,    dan  jaringan,    digunakan    untuk menganggarkan  jalan,   

irigasi,   dan  jaringan    mencakup jalan,  irigasi,  dan jaringan  yang dibangun  oleh  

Pemerintah Daerah  serta  dimiliki dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap  dipakai. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 141 yang menyatakan: 

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai 

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran 

daerah. 

c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran 

keadaan darurat dan/atau keperluan  mendesak sesuai dengan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan. 

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan: 

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah. 

b. Kepala   daerah   menetapkan   Bendahara   Pengeluaran   untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran 

pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, 

dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
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3) melaksanakan  pembayaran  dari  UP,  GU,  dan  TU  yang dikelolanya; 

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada 

PA    dan    laporan    pertanggungjawaban    secara fungsional kepada BUD 

secara periodik; dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Selain     tugas     dan     wewenang,     Bendahara     Pengeluaran melaksanakan 

tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah; 

2) memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari 

bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal; 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang 

melaksanakan fungsi BUD. 

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul 

PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

f. Penetapan Bendahara  pengeluaran  pembantu  didasarkan  atas pertimbangan: 

1) besaran anggaran; 

2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan 

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
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7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada 

KPA   dan   laporan   pertanggungjawaban   secara fungsional kepada 

Bendahara Pengeluaran secara periodik. 

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan 

wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

2) memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari 

bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan. 

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara 

unit organisasi bersifat khusus. 

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara 

dengan Bendahara Pengeluaran. 

k. Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     secara     administratif bertanggung jawab 

atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung 

jawab secara administratif dan fungsional. 

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan 

membuat     laporan     pertanggungjawaban     secara administratif atas pengeluaran 

pada SKPD dan disampaikan kepada PA. 

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas 

pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 
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p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada 

unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang 

bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan 

tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala 

SKPD. 

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada 

Bendahara Pengeluaran. 

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; 

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; 

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama 

pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus. 

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap 

kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan APBD. 

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 

a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana 

Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan 

Daerah dalam jumlah yang cukup. 

b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. 

c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto 

dalam APBD. 

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang 

menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan 
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Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai 

berikut:” 

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi 

kriteria: 

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan  

3) batas minimal kapitalisasi aset. 

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:  

1) berwujud;  

2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;  

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap 

dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap 

diatur dalam Perkada. 

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan 

merupakan harga beli atau bangun aset ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap 

digunakan. 

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:  

1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai 

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan 

mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 

kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan 

bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, 

irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh 
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Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap 

lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang 

tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak 

memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya. 

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak 

memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan 

nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: 

1) dapat diidentifikasi;  

2) tidak mempunyai wujud fisik; 

3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan 

untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual; 

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan  

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. 


